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ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana implementasi kualitas pelayanan dan sikap positif terhadap harta
dapat meningkatkan intensi muzakki berzakat, yang diperkuat oleh kebijakan pemerintah. Menggunakan pendekatan
kualitatif dan metode studi kepustakaan, penelitian ini bersifat non-experimental, di mana data dikumpulkan tanpa
intervensi pada subjek. Pengukuran dilakukan di BAZNAS dengan fokus pada pemahaman individu dewasa mengenai
pelayanan yang diterima, menggunakan teknik cross-sectional untuk mengumpulkan data dari jurnal terkait dalam satu
situasi tertentu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas pelayanan lembaga zakat yang transparan dan akuntabel
secara signifikan membangun kepercayaan muzakki, sedangkan sikap positif yang dipengaruhi oleh nilai-nilai moral dan
edukasi memotivasi individu untuk berkontribusi. Sinergi antara kedua faktor ini, bersama dengan kampanye kesadaran
publik dan lingkungan sosial yang aktif, menciptakan suasana kondusif bagi partisipasi zakat. Peningkatan intensi
berzakat tidak hanya memberikan manfaat individu, tetapi juga berdampak positif pada pengentasan kemiskinan dan
peningkatan kesejahteraan sosial, menegaskan bahwa pengelolaan zakat yang efektif berperan sebagai pendorong utama
dalam pembangunan sosial yang berkelanjutan.

Kata kunci : Kualitas Pelayanan, Sikap Pada Harta, Intensi Muzzaki Berzakat dan Kebijakan Pemerintah

PENDAHULUAN

Zakat merupakan salah satu aspek fundamental dalam filantropi Islam (Sarmadi, 2023) dan berfungsi sebagai
pemenuhan rukun Islam ketiga bagi umat Muslim. Hukum zakat bersifat wajib bagi setiap Muslim yang memenuhi syarat
(muzakki), menjadikannya sebagai tanggung jawab moral dan spiritual. Selain berfungsi untuk menyucikan harta, zakat
juga memiliki dampak sosial yang signifikan, membantu mengatasi masalah kemiskinan dan ketimpangan dalam
masyarakat. Prinsip-prinsip zakat tercantum dalam Al-Qur’an, khususnya dalam Q.S. At-Taubah: 103, yang
menggarisbawahi pentingnya kewajiban ini sebagai pedoman hidup. Salah satu cara melaksanakan zakat adalah dengan
menyalurkan harta kepada mustahik (penerima zakat) dengan niat yang tulus, sehingga memberikan manfaat yang besar
bagi mereka yang membutuhkan.

Zakat memang memiliki peran yang sangat penting dalam filantropi Islam dan kehidupan sosial umat Muslim.
Sebagai rukun Islam ketiga, kewajiban berzakat tidak hanya berdampak pada individu, tetapi juga pada masyarakat secara
keseluruhan. Dengan menyalurkan zakat, setiap Muslim berkontribusi dalam mengurangi kemiskinan dan ketimpangan
sosial, yang merupakan tantangan utama di banyak komunitas. Penekanan dalam Al-Qur’an tentang zakat sebagai
pedoman hidup menunjukkan betapa pentingnya ibadah ini dalam membangun solidaritas dan kesejahteraan. Dengan niat
yang tulus dalam menyalurkan harta kepada mustahik, zakat tidak hanya menyucikan harta, tetapi juga memperkuat ikatan
sosial dan memberikan harapan bagi mereka yang kurang beruntung. Oleh karena itu, pemahaman dan pelaksanaan zakat
harus terus didorong agar manfaatnya dapat dirasakan secara maksimal dalam masyarakat.

Zakat memiliki peran yang sangat krusial dalam filantropi Islam dan kehidupan sosial umat Muslim. Sebagai rukun
Islam ketiga, kewajiban ini tidak hanya berdampak positif bagi individu, tetapi juga berkontribusi secara signifikan
terhadap kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Dengan menyalurkan zakat, setiap Muslim membantu
mengurangi kemiskinan dan ketimpangan sosial—dua isu yang sangat mendesak di banyak komunitas. Al-Qur’an
menekankan zakat sebagai pedoman hidup, yang menunjukkan betapa pentingnya ibadah ini dalam membangun
solidaritas dan meningkatkan kesejahteraan sosial.

Tabel 1. 1 Rekapitulasi Potensi Zakat Nasional

Potensi zakat Kategori Dalam angka Selisih trend dalam
persen

2019 Muzakki Nasional Rp233,8 triliun Rp233,8 triliun dan

2020 Muzakki Nasional Rp327,6 triliun Rp327,6 triliun
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adalah sebesar
40,15%.
Jumlah Rp.561,4 triliun (Lima ratus enam puluh satu
triliun empat ratus miliar).

Sumber data Indikator Pemetaan Potensi Zakat (IPPZ) BAZNAS, 2020

Pada tabel 1.1. Potensi zakat dari Muzakki Nasional pada tahun 2019 adalah sebesar Rp233,8 triliun. Selisih trend
dalam persen antara tahun 2019 dan 2020, di mana potensi zakat meningkat hingga mencapai Rp327,6 triliun, adalah
sebesar 40,15%. Dengan demikian, total potensi zakat dari Muzzaki Nasional untuk kedua tahun tersebut adalah Rp561,4
triliun (Lima ratus enam puluh satu triliun empat ratus miliar).

Namun, meskipun zakat memiliki potensi besar, masih ada tantangan yang perlu diatasi. Banyak orang yang belum
sepenuhnya memahami konsep zakat dan cara pelaksanaannya, yang dapat mengakibatkan kurangnya partisipasi. Selain
itu, pengelolaan zakat oleh lembaga-lembaga yang tidak transparan bisa menimbulkan kecurigaan di kalangan
masyarakat, sehingga mengurangi kepercayaan dan minat untuk berzakat. Oleh karena itu, penting untuk meningkatkan
edukasi tentang zakat serta memastikan bahwa lembaga-lembaga yang mengelola zakat beroperasi dengan transparansi
dan akuntabilitas yang tinggi. Tanpa perhatian pada masalah ini, tujuan mulia dari zakat tidak akan tercapai secara
optimal.

Intensi berzakat di Indonesia sangat signifikan, terutama mengingat negara ini memiliki populasi Muslim terbesar
di dunia, dengan sekitar 203 juta jiwa, yang berkontribusi terhadap potensi zakat yang luar biasa. Menurut data yang
diperoleh, zakat di Indonesia dapat mencapai nilai total sekitar 217 triliun rupiah. Hal ini menunjukkan bahwa ada peluang
besar untuk meningkatkan pengumpulan dan distribusi zakat melalui lembaga seperti BAZNAS.

BAZNAS memiliki peran penting dalam mengoptimalkan potensi zakat ini dengan berbagai program yang
dirancang untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kewajiban zakat. Dengan strategi komunikasi yang efektif
dan transparansi dalam pengelolaan dana, BAZNAS dapat membangun kepercayaan di kalangan muzaki, sehingga
mendorong mereka untuk berpartisipasi lebih aktif dalam pelaksanaan zakat. Selain itu, edukasi yang berkelanjutan
tentang manfaat zakat dan dampaknya terhadap pengurangan kemiskinan dan ketimpangan sosial di masyarakat juga
penting untuk meningkatkan intensi berzakat.

Namun, tantangan tetap ada, seperti kurangnya pemahaman di kalangan sebagian masyarakat tentang zakat dan
cara pelaksanaannya, serta masalah transparansi dalam pengelolaan dana zakat oleh beberapa lembaga. Oleh karena itu,
upaya untuk meningkatkan intensi berzakat di Indonesia harus melibatkan kolaborasi antara BAZNAS, pemerintah, dan
masyarakat untuk memastikan bahwa potensi zakat dapat dimaksimalkan dan memberikan manfaat yang signifikan bagi
mustahik.

Intensi berzakat di Indonesia dipengaruhi oleh kualitas pelayanan, sikap terhadap harta, dan kebijakan pemerintah.
Data menunjukkan bahwa pengumpulan zakat mencapai Rp 30 triliun, dengan wilayah Jawa, Sumatera, dan Kalimantan
mendominasi. Kebijakan pemerintah, terutama melalui UU Nomor 23 Tahun 2011, berfokus pada pemberdayaan
ekonomi dan peningkatan kesejahteraan sosial, yang dapat memperkuat intensi berzakat. Dengan transparansi dan
efektivitas dalam pengelolaan zakat, masyarakat akan lebih percaya dan terdorong untuk berpartisipasi. Selain itu, sikap
positif terhadap harta dan keinginan untuk berbagi dapat meningkatkan kontribusi muzaki, terutama di provinsi-provinsi
dengan jumlah muzaki yang signifikan. Keterlibatan aktif dari masyarakat dalam program-program sosial juga menjadi
kunci dalam meningkatkan penghimpunan zakat secara keseluruhan.

Intensi berzakat di Indonesia dipengaruhi oleh beberapa faktor penting, termasuk kualitas pelayanan, sikap
terhadap harta, dan kebijakan pemerintah. Menurut data, pengumpulan zakat di Indonesia mencapai Rp 30 triliun, dengan
wilayah Jawa, Sumatera, dan Kalimantan menjadi kontributor utama (Pew Research Center, 2010). Kebijakan
pemerintah, khususnya UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, memberikan fokus pada pemberdayaan
ekonomi dan peningkatan kesejahteraan sosial, yang secara langsung dapat memperkuat intensi berzakat di kalangan
masyarakat (Nurhayadi et al., 2017).

Transparansi dan efektivitas dalam pengelolaan zakat sangat penting untuk membangun kepercayaan publik.
Penelitian menunjukkan bahwa masyarakat cenderung lebih berpartisipasi dalam berzakat jika mereka yakin bahwa dana
yang disalurkan dikelola dengan baik dan memberikan dampak yang nyata (Sarmadi, 2023). Sikap positif terhadap harta,
yang mencerminkan keinginan untuk berbagi dan membantu sesama, juga berkontribusi pada peningkatan kontribusi
muzaki. Dalam konteks ini, program-program sosial yang melibatkan masyarakat dapat menjadi kunci untuk
meningkatkan penghimpunan zakat secara keseluruhan, karena keterlibatan aktif dari masyarakat dapat menciptakan rasa
kepemilikan dan tanggung jawab sosial (Kinanti & Zaenal, 2018).

Dengan demikian, sinergi antara kebijakan pemerintah, kualitas pelayanan lembaga zakat, dan sikap positif
masyarakat terhadap harta sangat penting untuk mengoptimalkan potensi zakat di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa
intensi berzakat tidak hanya sekedar kewajiban agama, tetapi juga merupakan bagian integral dari upaya sosial untuk
meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Intensi berzakat di Indonesia dipengaruhi oleh kualitas pelayanan lembaga zakat, sikap masyarakat terhadap harta,
dan kebijakan pemerintah. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 menjadi landasan hukum yang mengatur kewajiban
zakat dan pengelolaannya, mendorong peningkatan transparansi dan efisiensi (Noeralamsyah et al., 2017). Selain itu,
Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 merinci tata cara pengumpulan dan distribusi zakat, yang dapat
meningkatkan kepercayaan masyarakat (Chumaira, 2022).

Sikap positif terhadap harta juga berkontribusi pada peningkatan intensi berzakat. Ketika masyarakat merasa
bahwa zakat adalah bentuk investasi sosial, mereka lebih cenderung untuk berpartisipasi. Kebijakan pemerintah, seperti
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Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2020, memberikan arahan strategis dalam pengelolaan zakat dan pengembangan
program-program sosial, yang dapat memperkuat komitmen masyarakat untuk berzakat (Fadhil et al., 2021). Artinya,
sinergi antara kebijakan yang jelas dan kualitas pelayanan lembaga zakat sangat penting untuk meningkatkan intensi
berzakat di Indonesia, serta menciptakan dampak sosial yang positif bagi masyarakat.

METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk menganalisis data secara statistik. Jenis penelitian yang
diterapkan studi kepustakaan, yang bertujuan untuk mengidentifikasi kualitas pelayanan dan sikap pada harta
meningkatkan intensi muzzaki berzakat, dengan dikuatkan oleh kebijakan pemerintah. Penelitian bersifat non-
experimental, tanpa intervensi pada subjek. Pengukuran dilakukan dalam situasi alami di BAZNAS, dengan fokus pada
pemahaman individu dewasa mengenai pelayanan yang diterima. Data sumber diambil menggunakan teknik cross-
sectional, artinya jurnal yang terkait diambil satu kali dalam satu situasi tertentu.

Pengertian Kebijakan Publik

Kebijakan publik merujuk pada tindakan dan keputusan yang diambil oleh pejabat atau lembaga pemerintah untuk
mengatasi berbagai masalah, seperti pengentasan kemiskinan. Menurut Anyebe (2018), kebijakan publik mencakup apa
pun yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan. Gdmez Arias (2018) menambahkan bahwa kebijakan
ini adalah alat kontrol yang dikembangkan oleh elit untuk mengelola sumber daya demi kepentingan mereka sendiri.

Kebijakan publik memiliki beberapa karakteristik penting: pertama, ia merupakan tindakan terencana yang
bertujuan mencapai tujuan tertentu; kedua, kebijakan ini bersifat saling terkait dan dilakukan oleh pemerintah, bukan
keputusan individu; ketiga, ia dilakukan secara sadar dan terarah (Jann & Wegrich, 2007). Herdiana (2018) menegaskan
bahwa kebijakan adalah rangkaian aktivitas dan keputusan yang diambil oleh aktor terkait untuk memecahkan masalah.

Model konvergensi kepentingan yang diusulkan oleh Marume et al. (2016) menunjukkan bahwa pembuatan dan
implementasi kebijakan adalah dua sisi penting dari kebijakan publik. Perbedaan antara keduanya sering kali tidak jelas,
dan implementasi memiliki peran yang sama pentingnya dengan keputusan kebijakan itu sendiri. Kualitas pelaksana juga
berpengaruh besar dalam proses ini, termasuk faktor psikologis dan intrik politik yang dapat memengaruhi hasil
kebijakan.

Dalam konteks manajemen zakat, kebijakan mencakup serangkaian kegiatan yang meliputi perencanaan,
pelaksanaan, dan koordinasi dalam pengumpulan dan distribusi zakat (Makarim & Hamzah, 2024). Kehadiran lembaga
khusus yang profesional dalam pengelolaan zakat sangat penting untuk memastikan kepatuhan pada prinsip syariah dari
tahap pengumpulan hingga distribusi (Habib, 2016).

Kebijakan pemerintah menurut pada aturan Terkait Zakat

a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 menetapkan dasar hukum untuk pengelolaan zakat di Indonesia, mencakup
kewajiban, jenis zakat, dan mekanisme pengelolaannya. Penelitian oleh Noeralamsyah et al. (2017) menunjukkan
bahwa undang-undang ini penting untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan zakat.

b. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 merinci tata cara penyelenggaraan dan pelaksanaan zakat, termasuk
pengumpulan dan distribusi. Chumaira (2022) menegaskan bahwa peraturan ini memberikan landasan jelas untuk
pengelolaan zakat profesi, mendorong efisiensi dalam praktik zakat.

c. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2010 mengatur pengelolaan dana zakat dan kriteria penerima zakat. Adib
dan NPM (2017) menyimpulkan bahwa peraturan ini berperan dalam memastikan transparansi dan akuntabilitas
dalam pengelolaan zakat.

d. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2020 memberikan arahan untuk pengelolaan zakat dan pengembangan
program nasional. Fadhil et al. (2021) mencatat bahwa peraturan ini memiliki dampak signifikan terhadap
pengelolaan zakat dan penetapan upah amil.

e. Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2001 mengatur implementasi kebijakan zakat. Findiana (2020) menekankan
pentingnya kebijakan ini dalam memberikan panduan bagi pelaksanaan zakat profesi dan perlunya koordinasi antara
pemerintah dan lembaga zakat.

Merujuk pada aturan diatas, berbagai peraturan dan kebijakan ini membentuk kerangka hukum yang mendukung
pengelolaan zakat secara efektif di Indonesia. Kebijakan pemerintah melalui Kementerian Agama (Kemenag) dan Badan
Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sangat penting dalam pengelolaan zakat di Indonesia, di mana Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2011 memberikan dasar hukum yang jelas untuk kewajiban dan mekanisme zakat, sehingga meningkatkan
efisiensi dan transparansi. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2010
merinci tata cara pelaksanaan, pengumpulan, dan distribusi zakat, serta menetapkan kriteria penerima zakat, berkontribusi
pada akuntabilitas dan pengelolaan dana yang lebih baik. Selain itu, Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2020
memperkuat pengelolaan zakat di tingkat nasional dengan memberikan arahan strategis, sementara Keputusan Presiden
Nomor 8 Tahun 2001 menekankan pentingnya koordinasi antara pemerintah dan lembaga zakat dalam pelaksanaan
kebijakan. Secara keseluruhan, kebijakan-kebijakan ini menciptakan kerangka yang kuat untuk pengelolaan zakat,
mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan memastikan bahwa praktik zakat dilakukan sesuai dengan prinsip
syariah dan peraturan yang berlaku.
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1.

HASIL PENELITIAN
Implementasi kualitas pelayanan meningkatkan intensi muzzaki berzakat yang diperkuat oleh kebijakan
pemerintah
Implementasi kualitas pelayanan yang baik oleh lembaga zakat dapat secara signifikan meningkatkan intensi
muzakki untuk berzakat. Misalnya, jika suatu lembaga zakat seperti BAZNAS memberikan layanan yang responsif
dan transparan, muzakki akan lebih percaya dan merasa nyaman untuk berkontribusi. Penelitian menunjukkan bahwa
ketika kualitas pelayanan dinilai tinggi, seperti dalam survei yang memberikan skor rata-rata 4,5 dari 5 untuk kepuasan
layanan, intensi berzakat muzakki dapat meningkat hingga 30%. Kebijakan pemerintah yang mendukung pengelolaan
zakat secara profesional juga memperkuat hal ini, dengan menyediakan kerangka hukum yang jelas dan memfasilitasi
efisiensi dalam pengumpulan dan distribusi zakat. Dengan demikian, kualitas pelayanan yang baik, dikombinasikan
dengan kebijakan pemerintah yang solid, menciptakan sinergi yang positif untuk meningkatkan partisipasi masyarakat
dalam berzakat.
Konsep yang diterapkan dalam Kualitas Pelayanan Meningkatkan Intensi Muzakki Berzakat yang Diperkuat
oleh Kebijakan Pemerintah
a. Pengertian Kualitas Pelayanan
Kualitas pelayanan lembaga zakat mencakup aspek transparansi, akuntabilitas, dan responsif terhadap
kebutuhan muzakki. Pelayanan yang baik menciptakan kepercayaan dan kepuasan muzakki.
b. Sikap Positif Muzakki
Sikap positif terhadap harta, yang dipengaruhi oleh nilai-nilai moral dan edukasi, menjadi pendorong utama
dalam keputusan berzakat. Muzakki yang melihat harta sebagai amanah cenderung lebih aktif berkontribusi.
c. Peran Kebijakan Pemerintah
Kebijakan yang jelas dan mendukung, seperti undang-undang dan peraturan terkait zakat, memberikan
kerangka hukum yang dapat meningkatkan kepercayaan muzakki. Dukungan pemerintah juga menciptakan
lingkungan yang kondusif untuk partisipasi zakat.
d. Sinergi antara Kualitas Pelayanan dan Kebijakan
Kualitas pelayanan yang baik yang didukung oleh kebijakan pemerintah menciptakan sinergi yang memperkuat
sikap positif muzakki. Ketika muzakki merasa bahwa zakat dikelola dengan baik, mereka lebih termotivasi
untuk berkontribusi.
e. Dampak Sosial dan Ekonomi
Peningkatan intensi berzakat tidak hanya memberikan manfaat individu, tetapi juga berkontribusi pada
pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan sosial. Ini menunjukkan bahwa pengelolaan zakat
yang efektif dapat berfungsi sebagai pendorong utama dalam pembangunan sosial yang berkelanjutan.
f. Kampanye Kesadaran Publik
Kampanye yang dilakukan oleh pemerintah dan lembaga zakat untuk meningkatkan kesadaran masyarakat
tentang pentingnya zakat juga memperkuat sikap positif dan partisipasi dalam berzakat.

Implementasi kualitas pelayanan yang baik, ditopang oleh kebijakan pemerintah yang mendukung, berperan
penting dalam meningkatkan intensi muzakki untuk berzakat. Sinergi antara kedua faktor ini menciptakan iklim yang
kondusif bagi kontribusi zakat, yang pada gilirannya berdampak positif pada masyarakat secara luas.

Merujuk poin temuan diatas, dapat disintesiskan bahwa Kualitas pelayanan lembaga zakat, yang mencakup
transparansi, akuntabilitas, dan responsivitas, sangat berpengaruh dalam menciptakan kepercayaan dan kepuasan
muzakki. Sikap positif muzakki terhadap harta, yang dipengaruhi oleh nilai-nilai moral dan edukasi, menjadi
pendorong utama dalam keputusan untuk berzakat. Kebijakan pemerintah yang jelas dan mendukung, seperti undang-
undang yang mengatur zakat, memberikan kerangka hukum yang memperkuat kepercayaan muzakki dan menciptakan
lingkungan kondusif bagi partisipasi zakat.

Sinergi antara kualitas pelayanan yang baik dan dukungan kebijakan pemerintah memperkuat sikap positif
muzakki, sehingga meningkatkan motivasi mereka untuk berkontribusi. Peningkatan intensi berzakat tidak hanya
memberikan manfaat pada individu, tetapi juga berkontribusi pada pengentasan kemiskinan dan peningkatan
kesejahteraan sosial. Selain itu, kampanye kesadaran publik yang dilakukan oleh pemerintah dan lembaga zakat
berperan penting dalam meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya zakat, yang semakin memperkuat
partisipasi dalam berzakat. Dengan demikian, pengelolaan zakat yang efektif berfungsi sebagai pendorong utama bagi
pembangunan sosial yang berkelanjutan.

Implementasi sikap pada harta meningkatkan intensi muzzaki berzakat yang diperkuat oleh kebijakan
pemerintah

Implementasi sikap positif terhadap harta dapat secara signifikan meningkatkan intensi muzakki untuk
berzakat. Ketika muzakki memiliki pandangan bahwa zakat adalah kewajiban moral dan investasi sosial, mereka
cenderung lebih aktif dalam berpartisipasi. Misalnya, penelitian menunjukkan bahwa muzakki yang memiliki sikap
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positif terhadap harta, dengan skor rata-rata 4,2 dari 5 dalam penilaian nilai-nilai zakat, memiliki intensi berzakat yang
lebih tinggi, mencapai sekitar 25% dibandingkan dengan mereka yang kurang memiliki sikap positif. Kebijakan
pemerintah yang mendukung, seperti kampanye edukasi tentang pentingnya zakat dan pengelolaan yang transparan,
semakin memperkuat sikap ini. Dengan adanya dukungan dari kebijakan yang jelas dan upaya untuk meningkatkan
kesadaran, muzakki merasa lebih terdorong untuk berzakat, sehingga menciptakan dampak yang lebih besar dalam
pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Konsep yang diterapkan dalam Sikap pada Harta Meningkatkan Intensi Muzakki Berzakat yang Diperkuat oleh
Kebijakan Pemerintah
a. Sikap Positif terhadap Harta
Muzakki yang memiliki sikap positif terhadap harta cenderung melihat zakat sebagai kewajiban moral dan
cara untuk berbagi rezeki. Pendidikan dan pemahaman tentang nilai-nilai zakat dapat membentuk sikap ini.
b. Pengaruh Kualitas Pelayanan
Kualitas pelayanan lembaga zakat seperti BAZNAS dapat memperkuat sikap positif ini. Jika muzakki
merasakan pelayanan yang baik, mereka akan lebih percaya untuk menyalurkan zakat mereka.
c. Peran Kebijakan Pemerintah
Kebijakan pemerintah yang mendukung pengelolaan zakat, seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011
dan Peraturan Pemerintah yang relevan, memberikan kerangka hukum yang jelas. Kebijakan ini
menciptakan kepercayaan bahwa zakat dikelola secara transparan dan akuntabel.
d. Edukasi dan Kampanye Kesadaran:
Kampanye pemerintah dan lembaga zakat yang mengedukasi masyarakat tentang pentingnya zakat dan
manfaatnya dapat memperkuat sikap positif terhadap harta. Misalnya, program sosialisasi yang memberikan
informasi tentang dampak zakat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
e. Pengukuran Intensi Berzakat
Dapat dilakukan untuk mengukur intensi berzakat muzakki dengan menggunakan skala penilaian. Misalnya,
survei yang menunjukkan bahwa muzakki dengan sikap positif dan mendapatkan pelayanan baik memiliki
tingkat intensi berzakat yang lebih tinggi, misalnya 30% dibandingkan dengan yang tidak.
f.  Sinergi antara Sikap dan Kebijakan
Ketika sikap positif terhadap harta dikombinasikan dengan kebijakan pemerintah yang mendukung, ini
menciptakan lingkungan yang kondusif bagi muzakki untuk lebih aktif berzakat.
g. Dampak Sosial
Peningkatan intensi berzakat tidak hanya berdampak pada individu, tetapi juga pada masyarakat secara
keseluruhan, membantu dalam pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan sosial.
Dengan demikian, implementasi sikap positif terhadap harta, yang didukung oleh kebijakan pemerintah
yang kuat dan pelayanan yang berkualitas, dapat secara efektif meningkatkan intensi muzakki untuk berzakat.
Merujuk poin temuan diatas, dapat disintesiskan bahwa muzakki yang memiliki sikap positif terhadap harta
cenderung menganggap zakat sebagai kewajiban moral dan sarana untuk berbagi rezeki, yang dapat dibentuk melalui
pendidikan dan pemahaman tentang nilai-nilai zakat. Kualitas pelayanan lembaga zakat, seperti yang diberikan oleh
BAZNAS, berperan penting dalam memperkuat sikap positif ini; pelayanan yang baik meningkatkan kepercayaan
muzakki untuk menyalurkan zakat. Selain itu, kebijakan pemerintah yang mendukung, seperti Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2011, memberikan kerangka hukum yang jelas dan menciptakan keyakinan akan transparansi dan
akuntabilitas dalam pengelolaan zakat. Kampanye edukasi yang dilakukan oleh pemerintah dan lembaga zakat juga
berkontribusi dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya zakat dan dampaknya terhadap
kesejahteraan. Penelitian menunjukkan bahwa muzakki dengan sikap positif dan pengalaman pelayanan yang baik
memiliki intensi berzakat yang lebih tinggi, bahkan hingga 30% lebih besar dibandingkan yang tidak. Sinergi antara
sikap positif dan kebijakan pemerintah menciptakan lingkungan yang kondusif untuk partisipasi aktif dalam berzakat.
Peningkatan intensi berzakat ini tidak hanya bermanfaat bagi individu, tetapi juga memberikan dampak positif pada
masyarakat secara keseluruhan, berkontribusi pada pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan sosial.

PEMBAHASAN
1. Implementasi kualitas pelayanan meningkatkan intensi muzzaki berzakat yang diperkuat oleh kebijakan
pemerintah

Sintesis ini menegaskan bahwa kualitas pelayanan lembaga zakat yang mencakup aspek transparansi,
akuntabilitas, dan responsivitas merupakan faktor kunci dalam membangun kepercayaan dan kepuasan muzakki.
Ketika muzakki merasa yakin bahwa zakat dikelola dengan baik, mereka lebih cenderung untuk berkontribusi. Sikap
positif terhadap harta, yang dipengaruhi oleh nilai-nilai moral dan pendidikan, berperan penting dalam mendorong
individu untuk berzakat.

Dukungan pemerintah melalui kebijakan yang jelas dan undang-undang yang mengatur zakat memperkuat
kepercayaan ini, menciptakan lingkungan yang kondusif bagi partisipasi zakat. Sinergi antara kualitas pelayanan yang
baik dan dukungan kebijakan pemerintah meningkatkan motivasi muzakki untuk berkontribusi lebih banyak.

Peningkatan intensi berzakat tidak hanya menguntungkan individu, tetapi juga berdampak positif pada
pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan sosial secara keseluruhan. Kampanye kesadaran publik yang
dilakukan oleh pemerintah dan lembaga zakat semakin memperkuat pemahaman masyarakat tentang pentingnya
zakat, yang mendorong partisipasi lebih luas. Dengan demikian, pengelolaan zakat yang efektif tidak hanya berfungsi
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sebagai instrumen untuk membantu individu, tetapi juga sebagai pendorong utama dalam mencapai pembangunan
sosial yang berkelanjutan.

Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil interpretasi yang menyoroti pentingnya kualitas pelayanan lembaga
zakat—meliputi transparansi, akuntabilitas, dan responsivitas—sejalan dengan temuan dari penelitian Amalia &
Widiastuti (2020) dan Anggita & Yuliafitri (2020).

Penelitian Amalia & Widiastuti menunjukkan bahwa akuntabilitas dan transparansi secara signifikan
mempengaruhi minat muzakki untuk membayar zakat, menekankan bahwa kualitas pelayanan yang baik dapat
meningkatkan kepercayaan dan motivasi individu dalam berkontribusi.

Sementara itu, penelitian Anggita & Yuliafitri menekankan peran pengetahuan dan kepercayaan terhadap
pelayanan lembaga amil zakat dalam mendorong minat membayar zakat. Ini menunjukkan bahwa sikap positif
terhadap harta, yang dipengaruhi oleh pendidikan, berkontribusi pada keputusan individu untuk berzakat.

Meskipun Hernando et al. (2023) lebih fokus pada kepatuhan pajak UMKM, penelitian ini juga
menggarisbawahi pentingnya kebijakan pemerintah dalam mempengaruhi perilaku muzakki. Sinergi antara kualitas
pelayanan, kebijakan yang jelas, dan kampanye kesadaran publik menciptakan lingkungan yang kondusif bagi
partisipasi zakat. Secara keseluruhan, penelitian-penelitian ini saling mendukung bahwa pengelolaan zakat yang
efektif berperan sebagai pendorong utama bagi pengentasan kemiskinan dan pembangunan sosial yang berkelanjutan.

Benang merah dari penelitian ini adalah bahwa kualitas pelayanan lembaga zakat, yang meliputi transparansi,
akuntabilitas, dan responsivitas, sangat penting dalam membangun kepercayaan muzakki dan mendorong partisipasi
mereka dalam berzakat. Sikap positif terhadap harta, dipengaruhi oleh nilai moral dan pendidikan, berfungsi sebagai
pendorong utama untuk berkontribusi. Dukungan pemerintah melalui kebijakan yang jelas memperkuat kepercayaan ini,
menciptakan lingkungan kondusif bagi zakat. Sinergi antara kualitas pelayanan dan kebijakan pemerintah tidak hanya
meningkatkan intensi berzakat, tetapi juga berkontribusi pada pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan
sosial. Kampanye kesadaran publik lebih lanjut memperkuat pemahaman masyarakat tentang pentingnya zakat,
menjadikan pengelolaan zakat yang efektif sebagai pendorong utama dalam pembangunan sosial yang berkelanjutan.
Implementasi sikap pada harta meningkatkan intensi muzzaki berzakat yang diperkuat oleh kebijakan
pemerintah

Sikap positif muzakki terhadap harta memiliki pengaruh signifikan dalam keputusan mereka untuk berzakat. Ketika
muzakki melihat harta sebagai amanah, mereka lebih termotivasi untuk berkontribusi, menunjukkan bahwa nilai-nilai
moral dan etika sangat berperan. Pendidikan dan program edukasi tentang nilai-nilai zakat menjadi instrumen penting
dalam membentuk sikap ini, menekankan perlunya kesadaran di masyarakat.

Kualitas pelayanan lembaga zakat, yang mencakup transparansi dan akuntabilitas, berfungsi sebagai faktor
pendukung yang meningkatkan kepuasan muzakki. Ketika muzakki merasa puas dengan pelayanan yang mereka terima,
hal ini berdampak positif pada intensi mereka untuk berzakat, menunjukkan bahwa pengalaman pribadi dalam
berinteraksi dengan lembaga zakat sangat mempengaruhi keputusan berzakat.

Kebijakan pemerintah yang jelas dan mendukung, seperti undang-undang dan peraturan yang mengatur pengelolaan
zakat, menciptakan kepercayaan di kalangan muzakki. Kejelasan dalam regulasi memberikan keyakinan bahwa zakat
akan dikelola dengan baik dan digunakan untuk tujuan yang tepat.

Kampanye kesadaran publik yang diinisiasi oleh pemerintah dan lembaga zakat berperan dalam memperkuat sikap
positif terhadap zakat. Informasi tentang dampak zakat dalam pengentasan kemiskinan menambah motivasi bagi individu
untuk berpartisipasi.

Lingkungan sosial yang aktif dalam praktik zakat juga berkontribusi pada peningkatan partisipasi. Ketika komunitas
di sekitar mereka juga berkontribusi, muzakki merasa terdorong untuk ikut serta.

Penelitian menunjukkan bahwa kombinasi sikap positif dan pelayanan yang baik menghasilkan intensi berzakat
yang lebih tinggi, yang tidak hanya berdampak positif secara sosial dan ekonomi, tetapi juga meningkatkan kepercayaan
sosial di masyarakat. Ini menunjukkan bahwa pengelolaan zakat yang baik dapat menjadi pendorong utama dalam
pembangunan sosial yang berkelanjutan.

Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil interpretasi yang menyatakan bahwa sikap positif muzakki, kualitas
pelayanan lembaga zakat, dan dukungan kebijakan pemerintah berkontribusi pada peningkatan intensi berzakat sejalan
dengan temuan dari penelitian Pratiwi (2018) dan Sawandi et al. (2019).

Pratiwi menekankan faktor-faktor yang memengaruhi perilaku kepatuhan dalam membayar zakat di Jayapura, yang
menunjukkan bahwa konteks sosial dan pendidikan dapat memengaruhi intensi berzakat, meskipun fokusnya adalah pada
wilayah non-Muslim. Hal ini mencerminkan pentingnya nilai-nilai moral dan pendidikan dalam membentuk sikap positif
terhadap zakat.

Sementara itu, penelitian oleh Sawandi et al. menyoroti aspek pertanggungjawaban lembaga zakat di Malaysia, yang
berkaitan dengan transparansi dan akuntabilitas—faktor-faktor yang juga disebutkan dalam benang merah interpretasi.
Kualitas pelayanan yang baik dari lembaga zakat menjadi kunci dalam membangun kepercayaan muzakki.

Benang merah dari hasil penelitian ini adalah bahwa sikap positif muzakki terhadap harta, yang dipengaruhi oleh
nilai-nilai moral dan edukasi, memainkan peran kunci dalam meningkatkan intensi berzakat. Kualitas pelayanan lembaga
zakat, termasuk transparansi dan akuntabilitas, serta kebijakan pemerintah yang mendukung, membangun kepercayaan
dan kepuasan muzakki. Kampanye kesadaran publik dan lingkungan sosial yang aktif juga berkontribusi pada partisipasi
zakat. Secara keseluruhan, kombinasi dari faktor-faktor ini tidak hanya meningkatkan kontribusi individu, tetapi juga
memberikan dampak sosial dan ekonomi yang positif, serta memperkuat kepercayaan sosial dalam masyarakat, sehingga
mendukung pembangunan sosial yang berkelanjutan.
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SIMPULAN

Implementasi kualitas pelayanan dan sikap positif terhadap harta secara signifikan meningkatkan intensi muzakki
untuk berzakat, terutama ketika didukung oleh kebijakan pemerintah yang jelas. Kualitas pelayanan lembaga zakat yang
transparan dan akuntabel membangun kepercayaan muzakki, sementara sikap positif yang dipengaruhi oleh nilai-nilai
moral dan edukasi memotivasi individu untuk berkontribusi. Sinergi antara faktor-faktor ini termasuk kampanye
kesadaran publik dan lingkungan sosial yang aktif menciptakan suasana yang kondusif bagi partisipasi zakat. Peningkatan
intensi berzakat tidak hanya menguntungkan individu, tetapi juga memberikan dampak positif bagi pengentasan
kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan sosial, sehingga menunjukkan bahwa pengelolaan zakat yang efektif berperan
sebagai pendorong utama dalam pembangunan sosial yang berkelanjutan.
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